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PEMERINTAH PROVINSI RIAU

PERATURAN DAERAH PROVINSI RIAU

NOMOR 9 TAHUN 2013

TENTANG

RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH DAN

TEMPAT KHUSUS PARKIR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR RIAU,

bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan
Pasal 156 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28
Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi
Daerah, dan untuk peningkatan pelayanan
pemakaian kekayaan daerah oleh masyarakat
serta mendukung peningkatan pendapatan asli
daerah, perlu mengatur Retribusi Pemakaian
Kekayaan Daerah Dan Tempat Khusus Parkir;

bahwa Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 8
Tahun 2000 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan
Daerah tidak sesuai dengan ketentuan Undang-
Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak
Daerah dan Retribusi Daerah, maka perlu ditinjau
kembali;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud huruf a dan huruf b, perlu
membentuk Peraturan Daerah tentang Retribusi
Pemakaian Kekayaan Daerah Dan Tempat Khusus
Parkir;

Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang dasar Negara
republik Indonesia Tahun 1945;

Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang
Pembentukan Daerah Swantantra Tingkat I
Sumatera Barat, Jambi dan Riau (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 1646);

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang
Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209) ;
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Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan  Negara (Lembaran  Negara
Republik Indonesia  Tahun 2004 Nomor 5,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4355) ;

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun
2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-
Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat
dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4438) ;

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang
Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5049) ;

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5234) ;

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983
tentang  Pelaksanaan Kitab Undang-Undang
Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 1983 Nomor 36, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3293)
sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 58 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas
Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983
tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum
Acara Pidana  (Lembaran negara Republik
Indonesia Tahun 2010 Nomor 90, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5145);
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Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005
tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4578);

Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005
tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4593 );

Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2007
tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara
Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan
Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor
87, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4737);

Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 2 Tahun
2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi
Kewenangan Pemerintah Provinsi Riau (Lembaran
Daerah Provinsi Riau Tahun 2008 Nomor 2);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI RIAU

dan

GUBERNUR RIAU

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI
PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH DAN TEMPAT
KHUSUS PARKIR.

BAB1
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

Daerah adalah Provinsi Riau.

a s LN

Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Provinsi Riau.
Gubernur adalah Gubernur Riau.
Kas Daerah adalah Kas Daerah Provinsi Riau.

Kekayaan Daerah adalah semua harta benda berwujud yang dimiliki atau

dikuasai oleh Pemerintah Daerah, baik bergerak maupun tidak bergerak,
termasuk bagian-bagiannya, kelengkapannya, serta peralatannya kecuali
uang dan surat berharga lainnya.
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Tempat khusus parkir adalah tempat yang secara khusus disediakan,
dimiliki dan atau dikelola oleh Pemerintah Daerah sebagai tempat parkir
kendaraan, yang dapat berupa pelataran parkir dan atau gedung parkir
dan atau bangunan lainnya

Jasa Usaha adalah jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah
dengan menganut prinsip-prinsip komersial yang pada dasarnya dapat
pula disediakan oleh sektor swasta.

Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah adalah retribusi yang dikenakan
terhadap pemakaian kekayaan tertentu milik dan/atau dibawah
penguasaan Pemerintah Daerah.

Retribusi Tempat Khusus Parkir adalah retribusi yang dikenakan terhadap
penggunaan tempat khusus parkir milik dan/atau dibawah penguasaan
Pemerintah Daerah

Tanah adalah tanah milik dan/atau di bawah penguasaan Pemerintah
Daerah yang dapat dipergunakan/disewakan untuk umum.

Bangunan adalah bangunan milik dan/atau di bawah penguasaan
Pemerintah Daerah yang dapat dipergunakan/disewakan untuk umum
yang dapat berupa rumah dinas, toko, kantin, Mess, Asrama, Gedung
Kesenian, Auditorium, Wisma, Bengkel, Kandang ternak,
Gedung/gelanggang olah raga, Rumah Potong, Gudang, dan bangunan
lainnya

Laboratorium adalah Laboratorium milik dan/atau di bawah penguasaan
Pemerintah Daerah yang melayani pemeriksaan laboratorium.

Ruangan adalah ruangan milik dan/atau dibawah penguasaan Pemerintah
Daerah yang dapat dipergunakan/disewakan untuk umum yang dapat
berupa aula, ruang belajar dan ruangan lainnya

Kendaraan motor dan alat berat adalah Kendaraan bermotor dan alat berat
milik dan atau dibawah pengusaan Pemerintah Daerah yang dapat
dipergunakan/disewakan untuk umum

Peralatan Pelatihan adalah fasilitas pelatihan dan
alat-alat pelatihan milik dan/atau dibawah penguasaan Pemerintah
Daerah yang dapat dipergunakan/disewa untuk masyarakat.

Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut
peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan
pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi
tertentu.

Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan
kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan
usaha yangmeliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan
lainnya, Badan Usaha Milik
Negara (BUMN) atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan
nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana
pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa,
organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga, dan bentuk
badan lainya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha
tetap.

Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD
adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah
pokok retribusi yang terutang.
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Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya
disingkat SKRDLB adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan
jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit
retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang atau seharusnya
tidak terutang.

Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah
surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administrasi
berupa bunga dan/atau denda.

Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah
data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan
profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji
kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dan retribusi
dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan
peraturan perundang-undangan perpajakan daerah dan retribusi daerah.

Penyidikan tindak pidana dibidang retribusi adalah serangkaian
tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil, yang
selanjutnya disebut Penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan
bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang
retribusi yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

Penyidik Pegawai Negeri Sipil adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil
tertentu di Lingkungan Pemerintah Daerah yang diberi wewenang
khusus untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan
Daerah.

BAB 1II
RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH

Bagian Pertama
Nama, objek dan subjek retribusi

Pasal 2

Dengan nama Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah dipungut Retribusi
sebagai pembayaran atas pelayanan pemakaian kekayaan daerah.

(1)

(2)

Pasal 3

Objek Retribusi pemakaian kekayaan Daerah adalah pemakaian
kekayaan Daerah yang dimiliki oleh pemerintah daerah.

Objek Retribusi pemakaian kekayaan Daerah sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) adalah :

Asrama

Bangunan

Aula/Ruangan

Peralatan

Kendaraan Bermotor

Laboratoroium

Tanah;
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